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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015.  

Laporan ini disampaikan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Tahun 2015. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk komitmen 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk 

senantiasa meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi.  

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. Namun demikian, kami mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat 

bagi perbaikan maupun peningkatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan manajemen 

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan 

reformasi birokrasi.  

 

Tim Pelaksana RB  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(RB) secara bertahap dari tahun 2007-2015 di seluruh Kementerian/Lembaga di 

tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/kabupaten/ Kota). Rendahnya pelayanan publik, 

birokrasi tidak efektif, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya keterbukaan 

informasi publik dan kurangnya disiplin aparatur pemerintah merupakan dasar 

keputusan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Secara formal, keputusan pelaksanaan reformasi birokrasi dilandasi oleh Inpres No. 

5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang isinya antara lain 

adalah penyiapan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Pada dasarnya, reformasi birokrasi adalah reformasi pola pikir, pola sikap, 

pola tindak, manajemen kinerja, dan budaya kerja aparatur berbasis peran bukan 

wewenang berbasis melayani untuk peningkatan pelayanan publik, bukan berbasis 

kekuasaan. Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan langkah strategis 

dalam rangka membangun Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil 

guna untuk mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan kerja Kemenko PMK (dahulu bernama 

Kemenko Kesra) pada dasarnya sudah dilaksanakan selama lebih dari 5 (lima)  

tahun. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari tanggal 15 Desember 2010, dengan telah 

disahkannya Perpres No 71 Tahun 2010, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di 

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang kemudian 

pada tahun 2015 Perpres tersebut diperbaharui melalui Perpres 109 Tahun 2015 

Tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
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Sejak awal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, terjadi perubahan 

nomenklatur Kementerian Koordinator yang dahulu bernama Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sejalan dengan itu, dilakukan 

penyusunan struktur baru Kementerian Koordinator Kemenko PMK yang kemudian 

telah disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK No 1 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. Didalam proses penyusunan struktur Kemenko PMK dan 

proses pembentukan jabatan baru, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Pasal 46 tertulis bahwa ñPada saat Peraturan Presiden ini mulai 

berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap 

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan 

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.ò Pelantikan pejabat baru 

di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan baru dilaksanakan pada bulan September 2015. 

B. Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK adalah untuk 

meningkatkan kinerja aparatur dan sekaligus membersihkan dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemenko PMK akan terus berupaya dalam 

mengembalikan kepercayaan publik, sebagai bentuk komitmen dalam 

menjalankan Reformasi Birokrasi dan menjadikan tahun  2010 sebagai titik tolak 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK melalui implementasi 8 

program Reformasi Birokrasi, yang terus di evaluasi dan dinilai pelaksanaanya 

setiap tahun guna memperoleh informasi perkembangan pelaksanaannya dan 

mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 ï 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010), dan 

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 ï 2019 (Permenpan & RB No. 11 Tahun 

2015), yang juga telah dituangkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi 



Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
 

6 

 

 

Kemenko Kesra 2015 ï 2019. Pada gilirannya masing-masing program 

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kemenko PMK harus dapat mencapai 

hasil (outcome) yang diinginkan sebagai berikut ini : 

1) Manajemen perubahan: terbangunnya kesamaan  persepsi, komitmen, 

konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan PNS Kemenko PMK; 

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan:Tercapainya peraturan 

perundangan-undangan  yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya 

yang efektif dan efisien; 

3) Penataan dan Penguatan Organisasi: meningkatnya efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dan terhindarkannya duplikasi 

tugas fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi 

4) Penataan Tatalaksana: Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan 

standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan; 

5) Penataan Sistem Manajemen Aparatur: terbangunnya sistem manajemen 

aparatur yang kompeten, professional didukung sistem informasi 

kepegawaian yang akurat, transparan dan akuntabel; 

6) Penguatan Pengawasan: Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan 

efektif serta taat pada peraturan, serta berjalannya pengelolaan keuangan 

negara yang andal dan terpercaya; 

7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja 

organisasi yang efektif; 

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Terselenggaranya pelayanan publik 

yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau; 

9) Dengan tercapainya sasaran dan keluaran hasil (outcome) pelaksanaan 

program. 
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BAB II 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

A. Pelaksanaan Reformasi 

Dalam RPJMN 2015 ï 2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga 

dimensi pembangunan, yaitu: 

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, 

perumahan, dan mental/karakter; 

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan 

pangan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan 

kelautan, serta pariwisata dan industri; 

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok 

pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur. 

 

Gambar 1. Tiga Dimensi Pembangunan 

 

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peranan penting dalam mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya tata kelola yang baik, 

target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula. 

Secara umum berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, maka tugas Kemenko 

PMK adalah membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi 

dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Didalam Renstra Kemenko 



Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
 

8 

 

 

PMK Tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa tata kelola  pemerintahan  yang  

baik (good governance) telah menjadi isu sentral dalam  penyelenggaraan  

pemerintahan dan pembangunan.  Kualitas  tata kelola pemerintahan adalah 

prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab dalam menjalankan tugas 

dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance. 

 

KEMENKO PMK 2015-2019 

VISI MISI TUJUAN 

Menjadi koordinator 
Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan untuk 
Mewujudkan Indonesia 
yang Berdaulat, Mandiri, 
dan Berkepribadian 
berdasarkan Gotong 
royong.  

 

1. Mengoordinasikan dan 
mensinkronisasikan perumusan, 
penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan 
manusia dan kebudayaan . 

a. Meningkatnya kualitas 
koordinasi, sinkronisasi 
perumusan, penetapan , dan 
pelaksanaan serta 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan pembangunan 
manusia dan kebudayaan . 

 
2. Mengendalikan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan 
manusia dan kebudayaan.  

3. Mendorong perwujudan 
manusia dan kebudayaan 
Indonesia yang berkualitas. 

b. Meningkatnya Kualitas 
hidup, keberdayaan dan 
budaya gotong royong 
manusia Indonesia. 

4. Meningkatkan Kapasitas 
kelembagaan Kemenko PMK.  

 

c. Tercapainya birokrasi yang 
handal, terpercaya dan 
akuntabel pada Kementerian 
Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 

Tabel 1. Rencana Strategis 

 

Sejalan dengan hal tersebutlah, kemajuan pelaksanaan RB dan hasil-hasil yang 

diperoleh Kemenko PMK sejalan dengan tujuan pencapaian pembangunan 

nasional yang dirumuskan melalui sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut: 

A. Birokrasi yang  akuntabel; 

B. Birokrasi yang efektif dan efisien; 

C. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas; 

D. Birokrasi yang bersih, tertib dan melayani. 
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B. Hasil (Outcome) 

Hasil yang telah dicapai selama kurun waktu hampir 5 (lima) tahun pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah: 

1. Manajemen Perubahan 

a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemenko PMK yang 

melakukan rencana kerja sesuai dengan tugasnya serta melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tersebut; 

b. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit 

kerja di Kemenko PMK dan disosialisasikan kepada pegawai di Kemenko 

PMK; 

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi 

birokrasi di Kemenko PMK melalui pembentukan tim Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 

d. Pimpinan terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang tidak harmonis; 

b. Adanya SOP penyusunan peraturan perundang-undangan; 

c. Adanya monitoring dan evaluasi dalam sistem penyusunan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

a. Telah dilakukan penataan dan penguatan organisasi melalui Permenko No 

1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK; 

b. Melakukan evaluasi penataan dan penguatan organisasi; 
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Gambar 2. Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2015 
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4. Penataan Tatalaksana 

a. Memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi dan menerapkan SOP tersebut; 

b. SOP dievaluasi disesuaikan dengan tuntutan efisiensi, dan efektivitas 

organisasi. 

 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM  

a. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh 

jabatan di Kemenko PMK; 

b. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sampai dengan 5 tahun 

kedepan;  

c. Melakukan proses penerimaan pegawai secara transparan dan objektif; 

 

Gambar 3. Piagam penghargaan atas pelaksanaan seleksi CPNS 2013 

 

d. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi; 
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e. Melakukan promosi jabatan yang dilaksanakan secara terbuka; 

 

Gambar 4. Surat Pengumuman Seleksi Terbuka 

f. Menerapkan penetapan kinerja individu (SKP); 
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g. Menerapkan aturan disiplin di lingkungan Kemenko PMK salah satunya 

pemberian beasiswa bagi pegawai yang disiplin; 

 

Gambar 5. Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2013  

 

 

 

 

 

 














































